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TENTANG
TATA CARA PEMBAVARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI TULANG BAWANG,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ketentuan
Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran
dan Penu§daan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Tulang Bawang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)Sebagaunana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Repubhk Indonesia Nomor 3637);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 09).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang

Bawang;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang

Bawang;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat;

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan;

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada
Wajib Pajak;

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

12. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan;
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13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah
Membayar;

14. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai
tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk
menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan;

17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 2
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pasal 3
(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari keija
berikutnya.

(2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari
yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal 4
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan
melalui Bank Persepsi, Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Petugas
Online Payment System (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

Pasal 5
(1) Petugas pemungut menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan disertai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi/ dicap oleh pejabat
yang berwenang, aslinya disertai SPPT dikembalikan ke WP yang
bersangkutan.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 6
Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Petugas
Pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 kali 24 jam
dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

4



Bagian Ketiga
Angsuran

Pasal 7
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran

Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang
masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan .

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak
disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.

(3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar
kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan
oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan sepanjang Wajib Pajak
dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.

(4) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak
adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
(1) Atas dasar Surat Permohonan Angsuran, kepada Bupati melalui Kepala

Dinas Pendapatan menugaskan fungsi yang membidangi untuk
melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau
tidaknya permohonan angsuran.

(2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas Pendapatan atas nama
Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan angsuran berupa
menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari keija sejak berkas permohonan diterima dengan
lengkap.

(3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi
diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.

(4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun
sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.

(5) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas)
bulan.

(6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Bupati
melalui Kepala Dinas Pendapatan adalah sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penundaan Pembayaran

Pasal 9
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan

Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang
masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak
dengan disertai alasan penundaan.

kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak Masih dapat dipertimbangkan oleh
Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan sepanjang Wajib Pajak dapat
membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.

(3) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak
adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
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Pasal 10
(1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Bupati melalui Kepala Dinas

Pendapatan menugaskan fungsi yang membidangi untuk melakukan
penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya
permohonan penundaan;

(2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Bupati melalui Kepala Dinas
Pendapatan menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa
menerima atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.

(3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi
diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.

(4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun
sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.

(5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua
belas) bulan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : (September 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

sekretAris DAERAH,

b'RIMIR MIRHADI

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal A <2 SepAepiboc 2014

Pembina Utama Muda

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : ^5
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